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RINGKASAN 

 

Ketentuan Pasal 66 huruf c UU Arbitrase, “Putusan Arbitrase  hanya dapat 

dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan 

ketertiban umum”, frasa “ketertiban umum” tidak memiliki penjelasan yang tidak 

jelas. Sehingga terdapat kekaburan hukum yang mengakibatkan multi intepretasi. 

Hal ini menciptakan ruang untuk penafsiran yang beragam, baik oleh pengadilan 

maupun pihak-pihak yang bersengketa, sehingga sering kali mempersulit atau 

bahkan menghambat pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Masalah 

penafsiran asas ketertiban umum yang bersifat multitafsir dan abstrak ini 

menyebabkan hilangnya kepastian hukum dalam putusan arbitrase internasional. 

Ketidakpastian hukum terkait batasan dan penafsiran ketertiban umum yang sering 

dijadikan alasan untuk menolak eksekusi. Oleh sebab itu perlu adanya penjelasan 

yang mengenai ketertiban umum, sehingga dalam praktiknya pengadilan harus 

diberikan pedoman yang lebih ketat dan objektif dalam menilai apakah suatu 

putusan benar-benar bertentangan dengan ketertiban umum, agar menghindari 

implikasi multiintpretasi ketertiban umum. Dari latar belakang diatas muncul dua 

rumusan masalah sebagai berikut bagaimana konsep ketertiban umum pada Pasal 

66 huruf c pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

alternatif penyelesaian sengketa? Dan bagaimana implikasi multi interpretasi 

ketertiban umum pada eksekusi putusan arbitrase asing? 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian hukum 

normatif. Dengan tipe penelitian reform oriented legal research. Ada 4 pendekatan 

penelitian yang digunakan yaitu, 1.Pendekatan Perundangan 2.Pendekatan 

Konseptual 3.Pendekatan Komparatif 4.Pendekatan Kasus. Serta sifat penelitian 

yang dipilih ialah penelitian preskriptif. Selain itu Jenis dan sumber bahan hukum 

yang terdiri dari bahan hukum premier; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum 

tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi kepustakaanya. Untuk 

pengolahan dan analisis bahan menggunakan pola pikir deduktif. 
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Hasil penelitian menunjukan bahwa: 

Secara umum, UU No. 30/1999 mengenal 2 (dua) tipe putusan arbitrase, yaitu 

Putusan Arbitrase Nasional dan Putusan Arbitrase InternasionalKetertiban Umum 

adalah suatu konsep dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) yang digunakan 

sebagai dasar atau alasan bagi hakim atau pengadilan untuk menolak penerapan 

sistem hukum, norma hukum asing, putusan pengadilan asing atau hak dan 

kewajiban yang berasal dari hukum asing.  Dapat dikatakan juga bahwa ketertiban 

umum ini merupakan filter untuk diterimanya suatu putusan hukum asing. 

 

Tiap negara memiliki pandangan tentang ketertiban umum yang walaupun beragam 

dalam regulasi serta implementasinya Berikut ada beberapa negara yang menarik 

untuk dibahas konsep ketertiban umumnya, diantaranya: a. Jerman, Konsepsi 

ketertiban umum jerman terdapat pada Pasal 6 EGBGB mengacu pada “prinsip-

prinsip dasar” dan “hak-hak sipil” (selanjutnya disebut sebagai hak-hak 

fundamental); b. Prancis Pasal 6 Hukum Perdata Prancis (Code Civil atau disebut 

juga Kode Napoleon): Jika suatu perbuatan hukum bertentangan dengan 'ketertiban 

umum' atau 'moral yang baik', maka pada asasnya perbuatan itu batal demi hukum; 

c. Inggris, Ketertiban umum dalam hukum perdata internasional Inggris, meskipun 

seperti dalam sistem hukum lain merupakan perwujudan dari gagasan yang sama 

tentang aspek-aspek mendasar organisasi negara, adalah hal yang berbeda; 

d.Amerika Serikat, konsepsi ketertiban umum diartikan jika penegakan putusan 

arbitrase asing dapat ditolak atas dasar ketertiban umum hanya jika penegakan akan 

melanggar gagasan paling mendasar negara forum tentang moralitas dan keadilan. 

 

Ketertiban umum di Indonesia ditafsirkan dalam 2 sudut pandang, ketertiban umum 

dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti sempit, ketertiban umum diartikan 

terbatas pada ketentuan hukum positif. Ada beberapa aturan hukum positif 

diantaranya Konvensi New York, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 1990, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor Nomor 3 Tahun 2023. Akan tetapi penjelasan ketertiban 

umum hanya terbatas terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

1990 Pasal 4 ayat (2): “sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat 

Indonesia.” Definisi dianggap masih terlalu luas dan umum. Yang apabila di 

intepretasikan secara gramatikal sendi-sendi asasi seluruh sistem hukum dan 

masyarakat Indonesia memiliki makna  prinsip-prinsip fundamental atau landasan 

utama yang menjadi dasar penyelenggaraan sistem hukum, tatanan sosial, dan 

kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Yang apabila kita pahami landasan utama 

yang menjadi dasar penyelenggaraan sistem hukum, maka akan merujuk pada 

Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya ketertiban umum dalam arti luas. Penafsiran 
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luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum 

positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup 

dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat, termasuk ke dalamnya nilai-nilai 

kepatutan dan prinsip keadilan umum (general justice principle).Yang apabila kita 

rangkai kembali, maka prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang 

di masyarakat meurujuk pada Pancasila. 

Inti Implikasi dari multi intepretasi ketertiban umum dalam eksekusi putusan 

arbitrase asing adalah kepastian hukum. Permasalahannya frasa “ketertiban umum” 

memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (ambiguity). 

Akibatnya, asas ini sering dijadikan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase 

internasional di Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa asas tersebut 

dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak mendasar. Selain 

itu, tanpa adanya itikad baik para pihak, putusan arbitrase sangat sulit untuk dapat 

segera dilaksanakan karena pihak yang tidak beritikad baik akan selalu mencari 

celah untuk membatalkan putusan arbitrase yang tidak sesuai dengan harapannya 

Karena tidak memiliki definisi yang pasti dan tidak dapat ditafsirkan secara tunggal, 

dalam praktiknya muncul berbagai interpretasi dalam putusan pengadilan, yang 

pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian. 

Suatu putusan arbitrase asing akan mewujudkan kepastian hukum apabila dalam 

pelaksanaannya apabila adanya aturan yang jelas dan pasti. Ketertiban umum yang 

ada pada saat ini tidak adanya kriteria yang pasti sebagai parameter, hal ini 

menimbulkan permasalahan berkaitan penilaian ada tidaknya kepentingan 

ketertiban umum yang dilanggar. Disisi lain Kelemahan juga terjadi pada tataran 

implementasi, khususnya pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. 

Dengan kata lain, kelemahan regulasi diperparah ketidaksiapan sumber daya 

manusia hakim yang menangani permohonan pembatalan putusan arbitrase asing. 

Untuk itu diperlukan adanya revisi atau pembuatan peraturan arbitrase di Indonesia 

yang lebih tegas dan efektif sehubungan dengan eksekusi Putusan Arbitrase 

Internasional. 

Hal ini dikarenakan pengaturan arbitrase di Indonesia, secara khusus Undang-

Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 

(UU No. 30/1999), yang sudah berusia lebih dari 20 tahun dirasa sudah tidak sesuai 

dengan perkembangan dunia arbitrase zaman sekarang dan dalam skala 

internasional. 
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ABSTRAK 

 

 

Kata Kunci: Arbitrase; Eksekusi Putusan; Kepastian Hukum; Ketertiban Umum 

 

Pada penelitian ini membahas tentang multi intepretasi ketertiban umum dalam 

eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia. Pasal 66 huruf c Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 

tidak memberikan penjelasan yang jelas serta dianggap memiliki penafsiran yang 

terlalu luas dan umum. Karena tidak memiliki definisi yang pasti, membuat 

ketertiban umum dijadikan celah sebagai dasar alasan pembatalan eksekusi putusan 

arbitrase asing di Indonesia, disisi lain ini membuat ketidakpastian hukum dalam 

menjalan putusan arbitrase asing. Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis konsep ketertiban umum yang dapat digunakan sebagai pedoman 

dalam eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia. Adapun jenis penilitian yang 

digunakan ialah penelitian normatif dimana adanya kekaburan norma tentang 

ketertiban umum pada Pasal 66 huruf c Undang-Undang Arbitrase. Dari hasil 

analisis peneliti dari berbagai pendekatan, konsep ketertiban umum dirumuskan 

sebagai prinsip-prinsip fundamental dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat 

Indonesia, yang dalam hal ini merujuk pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar 

ideologi dan falsafah bangsa Indonesia serta UUD 1945 sebagai dasar hukum 

tertinggi dalam sistem hukum. Disamping itu multi intepretasi ketertiban umum 

menyebabkan ketidakpastian hukum yang membuat dunia international melihat 

Indonesia sebagai negara tidak ramah arbitrase (unfriendly arbitration state). 

Penelitian ini melihat perlu adanya revisi atau membentuk Perundangan-Undangan 

terbaru tentang arbitrase yang dapat menjawab kekaburan ataupun kekosongan 

hukum pada pelaksanaan arbitrase dan juga menyesuaikan diri dengan 

perkembangan zaman. 
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ABSTRACT 

 

Keyword : Arbitration, Execution of Awards, Legal Certainty, Public Order. 

This study discusses the multiple interpretations of public order in the execution of 

foreign arbitral awards in Indonesia. Article 66(c) of Law No. 30 of 1999 on 

Arbitration and Alternative Dispute Resolution does not provide clear explanations 

and is considered to have overly broad and general interpretations. The lack of a 

definitive definition allows public order to be exploited as a loophole for grounds 

to annul the execution of foreign arbitral awards in Indonesia, which in turn creates 

legal uncertainty in implementing these awards. This research aims to analyze the 

concept of public order that can serve as a guideline for the execution of foreign 

arbitral awards in Indonesia. The research method used is normative, addressing 

the ambiguity of norms regarding public order in Article 66(c) of the Arbitration 

Law. Based on the analysis using various approaches, the concept of public order 

is formulated as the fundamental principles and values prevailing in Indonesian 

society, referring to the values of Pancasila as the ideological and philosophical 

foundation of the Indonesian nation and the 1945 Constitution as the highest legal 

basis in the legal system. Furthermore, the multiple interpretations of public order 

lead to legal uncertainty, causing the international community to view Indonesia as 

an arbitration-unfriendly state. This study emphasizes the need for revising or 

enacting new legislation on arbitration to address the ambiguity or legal gaps in 

the implementation of arbitration and to adapt to contemporary developments. 
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